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Diskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual 
dan Reproduksi (HKSR) atau Sexual and 
Reproductive Health and Rights (SRHR) telah 

mengemuka lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak 
dibahas pada Konferensi Internasional tentang 
Kependudukan dan Pembangunan (International 
Conference on Population and Development/ICPD) tahun 
1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan 
yang Keempat (Fourth World Conference on Women) tahun 
1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua individu untuk 
membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan 
reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan 
kekerasan. Secara khusus, akses atas HKSR memastikan 
individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa 
terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan 
kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi 
dan sarana untuk melakukannya. 

Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi 
yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak 
reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai 
perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu 
populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan 
bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling 
terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas 
HKSR. Di tataran regional maupun global, statistik terkait 
rasio kematian ibu, tingkat melahirkan remaja, angka 
kebutuhan keluarga berencana (KB) atau kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi dan indikator HKSR yang lain masih 
menjadi keprihatinan serius. Di sejumlah negara termasuk 
Indonesia bahkan sterilisasi sukarela, kontrasepsi darurat 
dan aborsi yang aman sering dilarang atau sulit diakses. Di 
Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 
2015, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yakni 
305/100.000 kelahiran hidup. Menurut BPS dan UNICEF 
(2016) yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan 
sensus penduduk 2010, sekitar 340 ribu anak perempuan 
di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Sedang hasil 
Susenas 2015 memperlihatkan adanya peningkatan 
unmet need, kebutuhan KB yang tidak terlayani. Data-data 
ini tentu bukan kabar yang baik.   

  HKSR adalah hal mendasar bagi perempuan dan anak 
perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang 
produktif, sehat dan sejahtera. HKSR mencakup sejumlah 
isu termasuk akses universal atas layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, pendidikan seksual komprehensif, 
dan penghapusan kekerasan berbasis gender dan praktik 

yang membahayakan seperti pernikahan paksa dan 
pernikahan anak serta sunat perempuan. HKSR juga 
memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk 
menyelesaikan pendidikan dan masuk ke dunia kerja yang 
pada gilirannya akan membantu perempuan menjadi 
lebih berdaya dan kehidupannya lebih sejahtera. Karena 
itu, akses atas HKSR akan mendorong kesetaraan gender. 
Sebaliknya pengabaian terhadap pemenuhan HKSR dan 
keterkaitannya dengan isu yang lain seperti penghapusan 
kemiskinan, kedaulatan pangan, hak asasi manusia, 
keadilan sosial, keadilan ekologi bahkan perubahan iklim 
akan membuat pemerintah mengeluarkan ongkos yang 
besar karena hal tersebut akan menciptakan ketimpangan 
kekuasaan, memperluas kesenjangan, dan mengukuhkan 
ketidakadilan, yang akan berdampak langsung pada 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka jelas 
bahwa HKSR merupakan isu kunci pembangunan.  

Di tataran global inisiatif untuk memasukkan HKSR ke 
dalam agenda pembangunan telah dilakukan sejak 2012 
dan setelah melalui proses negosiasi yang panjang, 
akhirnya beberapa agenda HKSR diadopsi dalam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ketiga dan 
tujuan kelima. Dalam konteks Indonesia, HKSR belum 
terartikulasi secara eksplisit dan belum menjadi bagian 
integral dari kebijakan pembangunan. Kajian JP93 
mengungkap fakta yang ada di sejumlah daerah terkait 
akses atas HKSR. Rubrik Topik Empu JP93 menarasikan 
studi kasus atas kematian ibu di Pulau Nias, kebutuhan 
atas aborsi telemedis dengan studi kasus Women on Web, 
peran kader keluarga berencana (KB) di Surakarta dalam 
dinamika politik seksualitas pemerintahan Orde Baru, 
pemenuhan kebutuhan gender dalam program 
penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dengan studi 
kasus ibu rumah tangga, serta analisis feminis atas 
kebijakan pemberian tunjangan make up bagi polwan. 
Sedang rubrik riset membahas analisis wacana kritis atas 
UU Kesehatan khususnya terkait soal aborsi. Narasi 
tentang pengalaman perempuan-perempuan yang 
terlibat dalam upaya advokasi pemenuhan akses HKSR 
kami angkat dalam rubrik profil dan wawancara dengan 
mengulas sosok aktivis senior Ninuk Widyantoro dan 
Direktur Samsara, Inna Hudaya. Harapannya dokumentasi 
ini dapat menjadi catatan penting dan masukan bagi 
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. 
Selamat membaca! (Anita Dhewy)



iv

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017



v

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017
Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa, Bregje de Kok (AISSR, 
Universitas Amsterdam, Belanda) 

Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? 
Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias

Maternal Deaths: Do Women still have the Right to Life?
A Case Study in Nias Island

DDC: 305 
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 93-107, 3 gambar, 41 
daftar pustaka

This paper attempts to analyze maternal mortality in Nias Island, North 
Sumatra, where MMR is relatively higher than in other areas in Indonesia. 
This paper tries to examine the basic right highlighted in ICPD 1994 
PoA. In addition, Corrêa and Petchesky propose that the fulfillment of 
women’s reproductive health rights must meet four principal elements, 
those are, bodily integrity, personhood, equality, and diversity. In line 
with the perspective suggested by Correa and Petchesky, this paper 
demonstrates the “omission, neglect, or discrimination” of women’s 
right for reproductive health. Social actors who play important roles 
in women’s reproductive health assessed in this paper are husbands, 
mother’s-in-law, TBAs, midwifes, and the government. This research 
concludes that maternal mortality in Nias and in Indonesia is a persistent 
problem since the social actors who are supposed to be responsible to 
prevent maternal mortality fail to do their job well. Instead, they tend to 
intentionally negate women’s right of reproductive health.

Keywords: maternal deaths, bodily integrity, personhood, equality, 
diversity, ICPD 1994, Nias Island, Corrêa and Petchesky

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis angka kematian ibu di 
Pulau Nias, Sumatera Utara, yang memiliki AKI relatif lebih tinggi 
dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk 
memeriksa hak dasar yang disorot dalam ICPD 1994 PoA. Selain itu, 
Corrêa dan Petchesky mengusulkan bahwa pemenuhan hak-hak 
kesehatan reproduksi perempuan harus memenuhi empat unsur 
utama, yaitu, integritas tubuh, kepribadian, kesetaraan, dan keragaman. 
Sejalan dengan perspektif yang disarankan oleh Correa dan Petchesky, 
makalah ini menunjukkan “kelalaian, pengabaian, atau diskriminasi” hak 
perempuan untuk kesehatan reproduksi. Aktor sosial yang memainkan 
peran penting dalam kesehatan reproduksi perempuan yang dievaluasi 
dalam makalah ini adalah suami, ibu mertua, dukun bayi, bidan, dan 
pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kematian ibu di Nias 
dan di Indonesia merupakan masalah yang terjadi terus-menerus 
karena aktor sosial yang seharusnya bertanggung jawab untuk 
mencegah kematian ibu gagal untuk melakukan pekerjaan mereka 
dengan baik. Sebaliknya, mereka cenderung sengaja meniadakan hak 
perempuan atas kesehatan reproduksi.

Kata kunci: kematian ibu, bodily integrity, personhood, equality, diversity, 
ICPD 1994, Pulau Nias, Corrêa dan Petchesky 
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The law restricting abortion in Indonesia and Malaysia doesn’t prevent 
any abortion, but instead, it forces women to take the health and life 
risk by using an unsaved abortion method. However, medical abortion 
in women’s residence by using mifepristone and misoprostol is very 
safe and effective, as mentioned in a research done by the WHO (2012). 
The research analyzes the figure of needs of Women on the Web service 
in 2015. Women on Web portal is visited by 355,004 visitors from 
Indonesia and 33,781 from Malaysia in 2015. As much as 1.989 women 
from Indonesia and 1.109 from Malaysia contacted the helpdesk of 
Women on Web. The figures show that there is a big need of information 
and access to safe medical abortion in Indonesia and Malaysia. 

Keywords: medical abortion, telemedical service abortion, Indonesia, 
Malaysia

Hukum yang membatasi aborsi di Indonesia dan Malaysia tidak 
mencegah aborsi, melainkan memaksa perempuan untuk mengambil 
risiko terhadap kesehatan dan kehidupannya dengan menggunakan 
metode aborsi yang tidak aman. Namun, aborsi medis di tempat tinggal 
perempuan dengan menggunakan mifepristone dan misoprostol 
sangat aman dan efektif untuk dilakukan, seperti yang disebutkan dalam 
penelitian WHO (2012). Penelitian ini menganalisis angka kebutuhan 
layanan Women on Web bagi perempuan yang membutuhkan aborsi 
aman di Indonesia dan Malaysia pada 2015. Laman Women on Web 
memiliki pengunjung sejumlah 355.004 dari Indonesia dan 33.781 dari 
Malaysia pada 2015. Sejumlah 1.989 perempuan dari Indonesia dan 
1.109 perempuan dari Malaysia menghubungi helpdesk dari Women on 
Web. Angka-angka itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang tinggi 
terhadap informasi dan akses aborsi medis yang aman di Indonesia dan 
Malaysia.

Kata kunci: aborsi medis, layanan aborsi telemedis, Indonesia, Malaysia 
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This paper explains the role of cadres in family planning program (KB) 
at Surakarta. Family Planning program is the priority of New Order 
Government to reduce the rapid population growth rate. The program 
was initially difficult to be accepted by the community. This is due to the 
values and norms of society that oppose birth restrictions. Therefore 
the government uses society approarch strategy by forming family 
planning cadres. This study uses historical method consist of heuristic, 
source critique, interpretation, and historiography. This research 
shows that family planning is a politics of sexuality constructed by the 
government. FP cadres became discourse knowledge agents of the 
New Order to achieve legitimacy. However, FP cadres consider that 
their activity is a service to the state. Their existence shows that women 
have great power in the social sphere amid patriarchal hegemony in 
Javanese society.

Keywords: Family Planning, cadre, politics of sexuality, Surakarta
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Penelitian ini menjelaskan tentang peran kader Keluarga Berencana (KB) 
di Kota Surakarta. Program KB adalah program unggulan pemerintah 
Orde Baru untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk dengan 
cepat. Program tersebut awalnya sulit untuk diterima oleh semua 
golongan. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan norma-norma 
masyarakat yang menentang adanya pembatasan kelahiran. Oleh 
sebab itu, pemerintah menggunakan strategi pendekatan masyarakat 
melalui pembentukan kader KB. Penelitian ini menggunakan metode 
sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 
historiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa KB adalah sebuah 
politik seksualitas yang dikonstruksi oleh pemerintah. Kader KB menjadi 
agen wacana pengetahuan pemerintah Orde Baru untuk meraih 
legitimasi. Namun, para kader KB menganggap bahwa aktivitas mereka 
adalah pengabdian kepada negara. Keberadaan mereka menunjukkan 
bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan besar dalam ranah sosial di 
tengah hegemoni patriarki dalam masyarakat Jawa.

Kata kunci: Keluarga Berencana, kader, politik seksualitas, Surakarta
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Since 2011, the number of case of HIV and AIDS suffered by Indonesian 
women tends to increase. However, the prevention of HIV and AIDS 
in Indonesia focuses only on high-risk group. Besides that, measures 
are not differentiated base on different needs of targeted group of 
programs. The article discusses gender mainstreaming in the prevention 
of HIV and AIDS program in Surakarta as well as the fulfilment of 
gender need of housewife who is prone to HIV and AIDS infection. 
The article is the result of a qualitative study with interactive analysis 
method. The research targeted housewives as research subjects due 
to the increasing number of housewives who suffer from HIV and AIDS 
infection. Moreover, they even placed as the second highest group 
infected by the disease in Surakarta. The data was collected from an in-
depth interview, documentation and observation. The finding showed 
that the quality of gender equality in the HIV and AIDS mitigation policy 
in Surakarta is positioned in a gender neutral level, providing the equal 
rights and obligations for all citizens, regardless of their sex. This matter 
gives impact to the prevention of HIV and AIDS program that only 
focuses on the fulfilment of housewives practical gender needs.  

Keywords: gender needs, gender responsivity, HIV and AIDS, 
housewives, moser analysis

Sejak 2011, kasus HIV dan AIDS pada perempuan Indonesia cenderung 
meningkat. Namun, tindakan pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia 
terfokus hanya pada kelompok berisiko tinggi. Selain itu, tindakan-
tindakan tersebut tidak memerhatikan kebutuhan yang berbeda dari 
kelompok sasaran program. Artikel ini membahas pengarusutamaan 
gender program penanggulangan HIV dan AIDS dalam memenuhi 
kebutuhan gender ibu rumah tangga yang rentan terhadap infeksi HIV 
dan AIDS di Kota Surakarta. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian 
kualitatif dengan metode analisis interaktif. Ibu rumah tangga dipilih 
sebagai subyek penelitian ini karena meningkatnya jumlah kasus 
HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga, bahkan jumlah kasus pada 

ibu rumah tangga merupakan yang tertinggi kedua di Surakarta. 
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan 
observasi. Temuan menunjukkan bahwa kualitas responsivitas gender 
dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dalam 
tingkat netral gender, yang memberikan hak dan kewajiban yang 
sama untuk semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. 
Hal ini berimplikasi pada kebijakan program pencegahan HIV dan 
AIDS hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gender praktis 
ibu rumah tangga sehingga memperlambat dampak jangka panjang 
penanggulangan HIV dan AIDS. 

Kata kunci: kebutuhan gender, responsivitas gender, analisis Moser, HIV 
dan AIDS, ibu rumah tangga  
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Police institution is one of the institutions adopting a strong patriarchal 
culture. Indonesian National Police (Polri) is doing many jobs to 
accommodate public demand in relation to the women participation 
in Polri and to create an institution that issues gender-friendly policies. 
Many efforts have been done by Polri such as increasing the recruitment 
quota for policewoman (Polwan) and issuing a policy permitting 
Polwan to wear hijab. However, there is an interesting policy that relates 
to Polwan, namely Make-up allowance provided only for Polwan. The 
provision of Make-up allowance shows that the Polwan is forced to 
look pretty by wearing make-up. It raises a question on how the role of 
Polwan in Polri institution is. Even though the recruitment number of 
Polwan in Polri has been increased but in reality, Polwan is still places in 
domestic sphere. This is indeed not according to the objective of Polri as 
a gender-friendly institution especially for women. This is a qualitative 
research by using the concept of beauty of myth and objectification 
and comodification concept in analyzing the problem. 

Keywords: policewoman, objectivity, beauty of myth, commodification 

Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang masih 
mengadopsi budaya patriarki dengan sangat kental. Polri telah 
melakukan beberapa upaya untuk mengakomodasi tuntutan 
masyarakat terkait peningkatan partisipasi perempuan di dalam 
tubuh Polri dan menjadikan institusi Polri sebagai institusi dengan 
kebijakan yang ramah gender. Beberapa upaya telah dilakukan Polri 
misalnya meningkatkan jumlah penerimaan polisi wanita (Polwan) dan 
mengeluarkan kebijakan yang membolehkan polwan mengenakan 
hijab. Akan tetapi, terdapat sebuah kebijakan yang menarik terkait 
Polwan yaitu pemberian tunjangan make up khusus bagi Polwan. 
Kebijakan ini sebenarnya justru tidak ramah bagi perempuan. 
Pemberian tunjangan khusus make up justru menampakkan bahwa 
polwan dituntut untuk selalu cantik dengan mengenakan make up. Hal 
ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran polwan di 
dalam institusi Polri. Walaupun jumlah partisipasi polwan di dalam Polri 
telah ditingkatkan namun ternyata fakta menunjukkan bahwa Polwan 
masih ditempatkan pada ranah-ranah domestik. Hal ini tentu saja tidak 
sesuai dengan tujuan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang 
ramah gender khususnya bagi perempuan. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep beauty of myth 
dan objectification dan konsep komodifikasi dalam melakukan analisis 
terhadap permasalahan. 

Kata kunci: police, women, objectification, beauty of myth, 
commodification
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Abortion in Indonesia is a prohibited act, as regulated in Law no. 
36 of 2009 on Health and Government Regulation no. 23 of 2014 on 
Reproductive Health. However, in that provision there are exceptions 
based on medical emergency indications and pregnancy due to rape. By 
using critical discourse analysis from Fairclough, this research attempts 
to dismantle social irregularities related to the prohibition of abortion 
on both rules. The results of the analysis show that exceptions to the ban 

on abortion are not really in favor of women. Therefore, fundamental 
changes related to the paradigm of rights and reproductive health and 
the paradigm of abortion are needed. 

Keywords: abortion, Law on Health, Government Regulation of 
reproductive Health  

Aborsi di Indonesia adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana 
diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 
23 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Meskipun demikian, 
dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian berdasarkan 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dengan 
menggunakan analisis wacana kritis dari Fairclough, penelitian ini 
berupaya membongkar ketidakberesan sosial terkait pelarangan aborsi 
pada kedua aturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan pengecualian 
atas larangan aborsi sesungguhnya tidak benar-benar berpihak pada 
perempuan. Untuk itu dibutuhkan perubahan mendasar terkait 
paradigma hak dan kesehatan reproduksi dan paradigma aborsi.    

Kata kunci: aborsi, UU Kesehatan, PP Kespro,  
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Inna Hudaya atau biasa dipanggil Inna lahir di 
Tasikmalaya, 11 Februari 1982. Ia adalah pendiri 
Samsara, sebuah organisasi berbasis hak yang 

mempromosikan dan mendukung akses pendidikan dan 
informasi seputar HKSR (Hak dan Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi), terutama aborsi aman. Sejak tahun 2007 
hingga sekarang Inna giat mempromosikan mengenai 
otonomi tubuh perempuan melalui pendidikan dan 

konseling tentang HKSR. Awal perjuangan Inna untuk 
mengampanyekan HKSR bermula dari sebuah blog yang 
kemudian memperluas fungsinya sebagai organisasi 
pemberi informasi dan dukungan bagi para perempuan 
yang mengalami kehamilan tidak direncanakan. Samsara 
merupakan wadah yang memfasilitasi para perempuan 
untuk dapat berbagi pengalaman, pengetahuan dan 
mengajukan pertanyaan terkait kehamilan juga aborsi. 
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Samsara  bertujuan untuk memperjuangkan aborsi aman 
sebagai bagian integral dari HKSR yang berkaitan erat 
dengan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 
2015. HKSR sendiri merupakan penerapan konsep HAM 
(Hak Asasi Manusia) pada seksualitas dan reproduksi, 
sehingga pembatasan akses perempuan terhadap HKSR 
merupakan bentuk pelanggaran HAM. HKSR mencakup 
hak untuk memiliki kontrol dan membuat keputusan 
secara bebas dan bertanggung jawab atas seksualitas, 
termasuk di dalamnya akses untuk aborsi yang aman, 
kontrasepsi, layanan kesehatan seksual dan reproduksi 
dan pendidikan seksual. Sebagai seorang aktivis, Inna 
melihat kegentingan isu HKSR, baginya memperjuangkan 
HKSR penting dilakukan dalam upaya memberdayakan 
perempuan dan demi pencapaian keadilan gender. 
Sebaliknya, pengabaian terhadap HKSR dapat memberi 
dampak buruk bagi berbagai aspek kehidupan, seperti 
kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan bahkan 
pembangunan nasional. Inna memandang penting bagi 
masyarakat dan negara untuk melihat aborsi secara luas 
dan tidak mereduksinya pada dimensi moral belaka.  

Bagaimana awal mula ketertarikan Mbak pada isu 
kesehatan reproduksi dan aborsi? 

Awal mula ketertarikan saya pada isu ini 
dilatarbelakangi pengalaman pribadi saya sendiri. 
Sekitar 14 tahun yang lalu, saat masih mahasiswa, 
saya mengalami kehamilan yang tidak direncanakan 
kemudian saat itu saya memilih untuk aborsi. Saat itu saya 
tidak tahu tentang persoalan hak dan kesehatan seksual 
dan reproduksi, pemahaman mengenai seks yang aman 
juga tidak tahu, saya tidak tahu bahwa kita (perempuan) 
bisa mengakses alat kontrasepsi. Saya mengalami 
kehamilan tidak direncanakan dengan berbagai 
ketidaktahuan tersebut dan hidup di tengah masyarakat 
yang menjunjung tinggi moral. Dalam kondisi tersebut 
saya belum mengetahui opsi-opsi lain seperti adopsi, 
layanan konseling dan sebagainya. Setelah bertanya 
pada beberapa teman, akhirnya saya memutuskan untuk 
aborsi. Saat itu keputusan diambil tanpa pengetahuan 
dan konseling, akhirnya aborsi menjadi jalan pintas agar 
kehamilan tersebut tidak diketahui orang tua dan tidak 
membuat saya putus sekolah. Saat itu saya tidak ada 
pemahaman tentang hal-hal yang akan terjadi setelah 
aborsi, sehingga setelah aborsi saya mengalami stres 
pascaaborsi dan bahkan saya juga mengalami depresi. 
Kondisi tersebut berlangsung sekitar 4 tahun. Stres dan 
depresi pascaaborsi ini akhirnya membuat saya tidak 
dapat menyelesaikan kuliah. Saat itu saya kehilangan 
kontrol atas diri saya. Selama empat tahun (pascaaborsi) 
saya menjadi bloger dan suatu hari saya membaca 

sebuah artikel tentang aborsi yang mengatakan bahwa 
di Indonesia terjadi 2 juta kasus aborsi setiap tahunnya. 
Saat itu saya berpikir, seandainya setengah dari jumlah 
tersebut mengalami trauma, stres dan depresi seperti 
yang saya alami, tentu situasi tersebut merupakan 
kondisi yang buruk bagi mereka dan itu akan berdampak 
pada berbagai hal termasuk pembangunan nasional. 
Saat itu saya berpikir untuk membuat sebuah blog yang 
berisi pengalaman saya saat mengalami kehamilan 
tidak direncanakan, aborsi dan stres pascaaborsi. Dari 
situ kemudian saya menerima banyak email dari teman-
teman yang mengalami hal yang sama, respons mereka 
biasanya, “Thanks God, ternyata aku nggak gila”, karena 
kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka gila. 
Hal tersebut wajar terjadi karena kita hidup di tengah 
masyarakat yang menganggap seks (pranikah) sebagai 
tabu dan dosa, sehingga saat hamil ia tidak bisa cerita pada 
siapa-siapa kecuali pasangan, itupun jika pasangannya 
tidak kabur, mau melakukan aborsi juga dianggap dosa. 
Kondisi-kondisi semacam itu yang membuat perempuan 
mengalami stres dan depresi. Stres pascaaborsi ini bisa 
macam-macam, salah satunya adalah mimpi dikejar-
kejar (hantu) bayi, bahkan setelah 2-4 tahun kemudian 
bayi tersebut berubah menjadi anak, dan mimpi serupa 
lainnya. Hal-hal seperti inilah yang membuat perempuan 
merasa gila. Dengan berbagi pengalaman di blog, banyak 
perempuan yang merasa lega, karena mereka tidak gila 
dan tidak sendiri. Blog itu terdiri dari dua bagian, pertama 
berisi pengalaman saya, bagian kedua berisi penjelasan 
psikologis mengenai kondisi perempuan pascaaborsi. 
Bagian tersebut menjelaskan bahwa stres pascaaborsi 
merupakan bagian post-traumatic stress disorder 
(PTSD). Inilah awal ketertarikan saya pada isu HKSR dan 
mendirikan Samsara, saat itu saya belum mengenal isu 
gender, HKSR, HAM dan lain sebagainya. 

  
Bagaimana awal terjun untuk mengadvokasi HKSR 
perempuan hingga membentuk Samsara, dan 
bisakah dijelaskan mengenai tujuan, target dan 
kegiatan dari program hotline Samsara? 

Awal mulanya melalui blog. Pembaca blog saya 
dari berbagai daerah, ada yang dari Jakarta, Bandung 
dan sebagainya. Kami memutuskan untuk bertemu 
dan membentuk support group agar para perempuan 
yang melakukan aborsi tidak perlu merasakan stres dan 
depresi. Dua dari pembaca blog ini menjadi teman dekat 
saya dan kita menginisiasi Samsara. Tiga pendiri Samsara 
adalah saya, Kikie Nikujuluw dan Grace Clarissa Susetyo. 
Dari diskusi-diskusi kami, akhirnya kami menyadari 
stres dan depresi yang dulu kami alami bersumber dari 
ketidaktahuan, sedikitnya informasi, tidak ada konseling 
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dan tidak adanya dukungan. Akhirnya kita berkesimpulan 
untuk membuat konseling praaborsi, agar para 
perempuan yang akan melakukan aborsi melakukan 
konseling dan memiliki gambaran what to expect 
setelah aborsi nanti. Saat itu kami para pendiri Samsara 
masih sangat muda dan belum punya uang dan kantor, 
akhirnya muncul ide untuk hotline, supaya konseling 
bisa dilakukan via telepon. Awalnya dari blog, kemudian 
para perempuan (pembaca blog) menyatakan hamil dan 
mencari klinik. Kami akan melakukan konseling terlebih 
dahulu tentang pilihan-pilihan yang mereka punya. Ada 
3 pilihan yaitu melanjutkan kehamilan dan menjadi 
orang tua, melanjutkan dan adopsi, atau aborsi. Apapun 
pilihan mereka kami akan support, pun mereka memilih 
untuk melakukan aborsi harus aborsi yang aman. Hotline 
Samsara memberikan informasi mengenai aborsi aman, 
memberikan informasi tentang pilihan-pilihan yang 
mereka miliki dan memberitahukan risiko dari tiap pilihan 
tersebut. Kami akan support apapun pilihannya, kecuali 
dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya usia aman aborsi 
adalah 24 minggu, lalu ada yang konsultasi ke Samsara 
dengan usia kehamilan 30 minggu dan hendak aborsi, 
kami tidak support karena itu bukan batas aman aborsi, 
ini akan membahayakan kesehatan perempuan. Kami 
akan tetap memberikan 3 opsi tadi, tapi kami akan lebih 
mengarahkan pada dua pilihan pertama. Untuk aborsi di 
usia kandungan seperti itu risiko dan biaya aborsi akan 
lebih tinggi daripada melahirkan di usia normal. Samsara 
Safe Abortion Hotline hadir untuk memberi informasi 
bagi para perempuan yang mengalami kehamilan tidak 
direncanakan, tujuannya meminimalkan risiko yang 
dihadapi oleh para perempuan. Ada atau tidak ada 
Samsara perempuan tetap hamil dan tetap butuh aborsi. 
Saat terjadi kehamilan tidak diinginkan khususnya remaja 
perempuan, mereka tidak dapat memperoleh informasi 
dari sekolah atau puskesmas, satu-satunya cara adalah 
bertanya pada teman atau bertanya ke internet, padahal 
sulit sekali mendapat informasi yang benar dari internet. 
Di sanalah Samsara step-in, kami memberikan informasi 
yang benar soal aborsi. 

Berdasarkan pengalaman Mbak menerima konseling 
dari para pengunjung blog Samsara, biasanya 
jenis aborsi apa saja yang dilakukan oleh para 
perempuan untuk mengatasi kehamilan yang tidak 
direncanakan? 

Bicara soal metode aborsi ada beberapa jenis aborsi 
yaitu surgical dan medical. Metode aborsi pertama 
adalah surgical abortion yang dilakukan melalui prosedur 
tindakan medis sederhana yang dilakukan di klinik, oleh 
dokter dan dengan peralatan medis yang steril. Metode 

ini bisa beragam tergantung pada usia kehamilan, 
misalnya untuk usia kehamilan 9 minggu, metode yang 
digunakan adalah metode manual vacuum aspiration 
dan kuret. Metode aborsi kedua adalah medical abortion 
(MA) atau dengan obat-obatan. Obat yang digunakan 
adalah kombinasi Mifepristone dan Misoprostol. Idealnya 
metode ini dilakukan di bawah pengawasan dokter. Klien 
bisa memilih tindakan aborsinya akan dilakukan di klinik 
atau di rumah. Namun pada prinsipnya, metode ini harus 
melalui konsultasi dengan dokter. Dulu (berdasarkan 
email yang saya terima), kebanyakan perempuan memilih 
untuk aborsi di klinik, dipijat dan menggunakan jamu. 
Saat itu masih jarang perempuan yang menggunakan 
obat-obatan. Kalau kita bicara aborsi, sebenarnya 
itu adalah sebuah medical term. Prosedurnya sangat 
sederhana, mudah, dan cepat. Risiko infeksi karena 
aborsi aman sebenarnya lebih kecil daripada risiko infeksi 
karena cabut gigi di dokter gigi, tetapi stigma, moral, 
diskriminasi di sekitar aborsi inilah yang membuat aborsi 
menjadi momok mengerikan. Perempuan mengalami 
stres pascaaborsi sebenarnya bukan karena aborsinya 
tapi lebih pada kesulitan untuk mendapat akses 
terhadap aborsi itu sendiri. Sulitnya mencari informasi, 
sulitnya mendapatkan orang yang mau membantu 
melakukan proses aborsi tersebut, stigma, rasa bersalah 
dan mahalnya biaya aborsi. Hal-hal di sekitar aborsi inilah 
yang lebih menakutkan dan menyebabkan trauma. 

  
Menurut Mbak apakah pendidikan kespro 
(kesehatan reproduksi) bagi anak itu penting, 
jika iya usia berapakah sebaiknya seseorang 
mendapatkan pendidikan kespro, lalu sudahkah 
Samsara berelaborasi dengan sekolah-sekolah untuk 
memberikan pendidikan kespro?

Sejak dini ya. Secara umum orang masih melihat 
perbincangan kespro seputar seks, kehamilan dan 
menjadi seorang ibu, padahal pembahasan kespro jauh 
lebih luas dari itu. Kespro berkaitan dengan seksualitas. 
Jadi perbincangan kespro memang harus diberikan 
sedini mungkin, hanya saja bahasa dan penyampaiannya 
yang perlu diperhatikan dan dibedakan berdasarkan usia 
lawan bicaranya, misalkan pada anak usia dua tahun, 
anak sangat penasaran dengan tubuh. Di usia ini anak 
mengeksplorasi tubuhnya, mempertanyakan mengapa 
tubuhnya berbeda dengan temannya, dengan ibunya, 
dengan ayahnya dan lain sebagainya. Saat ini anak senang 
dan bangga dengan tubuhnya. Di usia ini anak sudah tahu 
nama untuk organ reproduksinya, ia sudah sadar tentang 
tubuhnya, pada fase ini kita sudah perlu mengajarkan soal 
kespro pada anak. Kita bisa ajarkan tentang tubuhnya, 
bahwa orang lain tidak bisa menyentuh tubuhnya tanpa 
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izinnya dan semacamnya, pemahaman soal kespro tidak 
melulu bicara soal alat kontrasepsi. Pengetahuan tentang 
tubuh perlu dikenalkan sedini mungkin pada anak, selain 
itu penting juga untuk memberikan pendidikan kespro 
pada orang tua. Pendidikan kespro harusnya bukan 
hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga tanggung 
jawab orang tua. Misalnya di PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini), penting diadakan pendidikan kespro pada orang 
tua untuk membicarakan perkembangan seksual pada 
anak. Anak usia 2-3 tahun saja sudah sangat penasaran 
mengenai tubuh, jika orang tua dan sekolah tidak 
memberikan informasi akan sangat memungkinkan anak 
mencari pemahaman dari sumber lain yang belum tentu 
memberikan informasi yang benar. Banyak perempuan 
yang mengalami kekerasan seksual saat kecil, hal 
ini dikarenakan pelaku kekerasan seksual tahu cara 
memberikan informasi yang salah pada anak, misalkan 
menyatakan bahwa sentuhan atau perlakuan yang 
dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang. Oleh sebab 
itu penting bagi orang tua untuk memberi pemahaman 
sedini mungkin pada anak tentang tubuh sehingga 
kekerasan seksual pada anak bisa dicegah. Samsara secara 
reguler melakukan workshop, sasarannya bermacam-
macam, kami pernah memberikan pendidikan kespro 
pada sekolah-sekolah tapi belum secara berkelanjutan, 
selain itu kami juga memberikan pendidikan kespro pada 
komunitas remaja dan komunitas ibu. Samsara melihat 
kebutuhan dari tiap komunitas. Kami punya berbagai 
materi seperti, seksualitas dasar, perkembangan anak, 
body image, pacaran sehat, kontrasepsi, HIV, aborsi, 
dsb. Isu utama Samsara adalah aborsi, kita punya 
berbagai tema workshop tetapi kami selalu menyelipkan 
pembahasan tentang kehamilan tidak direncanakan dan 
aborsi aman dalam tiap workshop.  

Dalam proses advokasi mengenai HKSR pernahkah 
Mbak memiliki  pengalaman ditolak atau dicekal, jika 
iya biasanya apa alasan penolakan dari masyarakat 
dan bagaimana mbak meresponsnya? 

Pengalaman saya sih tidak. Samsara advokasinya 
bukan advokasi kebijakan, advokasi kita lebih pada 
pendampingan terhadap komunitas dan masyarakat 
ya. Selama ini Samsara belum pernah dicekal, yang 
terpenting adalah strategi. Advokasi yang dilakukan 
Samsara bersifat dua arah, kita memberikan informasi 
pada masyarakat, tapi di sisi lain kita juga menerima 
informasi dari masyarakat yang sebenarnya juga adalah 
sumber pengetahuan. Workshop yang dilakukan Samsara 
biasanya tidak formal. Berbincang soal reproduksi 
artinya membahas mengenai sesuatu yang sangat 
privat dan langsung menyasar pada tubuh, karena itu 

saya mengemas workshop tersebut dengan cara santai 
dan informal agar semua orang bisa bicara dan terbuka. 
Misalkan saya hendak bicara dengan para remaja di 
daerah rural untuk bicara soal aborsi, saya akan mulai 
dengan menanyakan apakah mereka punya pacar, 
kemudian masuk ke pembahasan pacaran sehat dan isu 
aborsi. Pendekatannya harus sangat personal, menyadari 
perbedaan budaya dan intinya kita harus bisa masuk ke 
ruang mereka. Pengalaman saya, resistensi itu tidak ada, 
kecuali kalau kita bicara di wilayah advokasi kebijakan. 
Saya pernah masuk ke kalangan gereja pun diterima. 
Pernah saya masuk ke kalangan gereja Katolik, awalnya 
mereka menolak bicara soal aborsi, lalu saya akan 
masuk dengan cara yang berbeda, misalkan membahas 
mengenai tanda-tanda stres pascaaborsi, saya juga 
membahas tentang aborsi demi menyelamatkan nyawa 
perempuan, atau pembahasan mengenai aborsi tidak 
aman dan relasinya dengan angka kematian ibu (AKI). 
Menurut saya, akan banyak orang yang tidak sepakat 
dengan aborsi, tapi orang akan bersepakat jika aborsi 
demi menyelamatkan nyawa ibu. Strategi dan pintu 
masuk ke isu aborsi berbeda untuk satu komunitas 
dengan komunitas lainnya. 

Persoalan apa saja yang biasanya dihadapi oleh 
remaja perempuan dalam kaitannya dengan kespro, 
lalu bagaimana relasi antara pernikahan anak dan 
kespro?

Pertama, mereka tidak mendapat hak mereka atas 
pendidikan seksual. Kedua, mereka tidak mendapatkan 
hak atas layanan kesehatan termasuk di dalamnya layanan 
kontrasepsi.  Komponen utama dalam pendidikan 
seksualitas bukanlah soal seks, melainkan mengajarkan 
pada semua remaja agar mampu membuat keputusan 
dan memiliki bargaining position, artinya mereka dapat 
menentukan kapan mereka akan melakukan hubungan 
seks, bukan karena tekanan dari pasangan tapi karena 
kesiapannya sendiri. Saat mereka memang merasa siap 
mereka juga harus tahu untuk mencegah kehamilan 
dengan kontrasepsi. Remaja kita tidak dibekali dengan 
pemahaman ini, sehingga terjadilah kehamilan tidak 
direncanakan. Dalam kehamilan tidak direncanakan 
ini, mereka berhadapan dengan posisi yang sulit. Jika 
mereka melanjutkan kehamilan, maka mereka terancam 
dikeluarkan dari sekolah, jika mereka melakukan aborsi 
tapi ketahuan, maka mereka terancam masuk penjara. 
Ini adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan 
terhadap remaja. Bagaimana bisa perempuan remaja 
yang melakukan aborsi dimasukkan ke penjara, 
sementara kita belum atau tidak memenuhi hak-hak 
mereka? Hak perempuan atas akses terhadap pendidikan 
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dan layanan kespro tidak diberikan tapi saat perempuan 
melakukan aborsi dia dijebloskan ke penjara. Fakta bahwa 
negara tidak memenuhi hak perempuan atas kespro 
adalah bentuk kekerasan. Kehamilan tidak direncanakan 
bukanlah persoalan kecil. Misalkan seorang anak 
perempuan kelas 2 SMA mengalami kehamilan tidak 
direncanakan, sekolah mengetahui, kemudian anak ini 
drop out dari sekolah. Ini artinya ijazah terakhir anak ini 
adalah ijazah SMP, ini menyulitkan anak tersebut untuk 
meneruskan pendidikan. Hak atas pendidikan terenggut, 
hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak otomatis 
juga terenggut. Samsara kadang menyiasati kehamilan 
pada remaja perempuan yang sedang bersekolah 
setidaknya hingga anak tersebut menyelesaikan Ujian 
Nasional. Kalau remaja perempuan bisa mendapatkan 
ijazah SMA itu akan baik, apakah ia akan menikah dulu 
atau mau melanjutkan sekolah itu bisa ditentukan 
kemudian, setidaknya dia sudah punya ijazah SMA, tapi 
jika putus sekolah sebelum mendapat ijazah SMA, remaja 
perempuan akan sulit sekali, pilihan ke depannya akan 
sangat terbatasi.  

Bicara soal pernikahan anak dalam relasinya dengan 
kespro, sebenarnya di Indonesia pernikahan anak tidak 
melulu karena persoalan budaya dan kemiskinan. 
Pernikahan anak erat sekali dengan kehamilan tidak 
direncanakan. Kalau kamu adalah anak usia 15 tahun 
yang hidup di rural area, mengalami kehamilan tidak 
direncanakan, selain drop out, kamu akan dinikahkan oleh 
keluargamu, akhirnya usia anak dalam kartu identitas 
dipalsukan, usia dinaikkan. Jadi pernikahan anak juga 
disumbangkan oleh kehamilan tidak direncanakan. 
Misalkan kehamilan tidak direncanakan pada remaja, 
yang satu masih kelas 2 SMP dan pasangannya 1 SMA, 
ini artinya keduanya belum bekerja, namun mereka 
dinikahkan. Mereka akan hidup bersama orang tua dari 
laki-laki atau orang tua dari perempuan. Remaja laki-
laki masih bisa lanjut sekolah tapi perempuan belum 
tentu bisa. Pernikahan anak ini terjadi karena married by 
accident (MBA) atau terpaksa, remaja masih tergantung 
pada orang tua, tidak sedikit pernikahan anak ini berakhir 
dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan 
dari suami ke istri, maupun dari mertua ke menantu 
(perempuan). Kondisinya tentu berbeda antara menantu 
karena MBA atau tidak. Dampak jangka panjangnya 
adalah kemiskinan. Perempuan tidak bisa berkontribusi 
secara optimal di dalam pembangunan nasional. Saya 
pernah bekerja dengan teman-teman pekerja seks dan 
buruh migran. Banyak dari mereka bekerja pada bidang 
tersebut karena saat muda mengalami kehamilan tidak 
direncanakan, pendidikan mereka rendah, mengalami 
kekerasan, cerai dan sebagainya. Mereka terlanjur punya 

anak, tapi mereka tidak punya skill untuk mendapat 
pekerjaan yang layak, akhirnya kondisi ini mengantarkan 
mereka pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Orang 
mungkin melihat kehamilan tidak direncanakan sebagai 
single issue atau hanya persoalan moral saja, padahal jika 
ditarik lebih jauh dampaknya sangat kompleks seperti ini. 
Pembahasan ini akan berbeda dihadapan komunitas dan 
negara. Negara tidak tertarik membahas isu ini jika dikaji 
dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), tapi jika 
dibahas dari segi ekonomi terkait kontribusi perempuan 
terhadap pembangunan barulah negara akan tertarik.  

Berdasarkan pengalaman Mbak, apa kendala yang 
dihadapi perempuan dalam mengakses hak atas 
kesehatan reproduksinya terkhusus dalam soal 
aborsi? 

Pandangan mengenai kespro dan aborsi masih 
sebatas pada moralitas. Mereka yang memegang 
kekuasaan harus bisa melihat isu ini dari perspektif lain 
dan bukan moralitas. Di Indonesia penelitian banyak, tapi 
jika kebijakan tidak mengacu pada data melainkan pada 
moralitas maka hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan 
data, sudah begitu banyak alasan untuk mengubah 
kebijakan. Jadi kendala yang dihadapi perempuan untuk 
mengakses hak kespro terkhusus dalam aborsi adalah 
pada kebijakan, kemudian stigma dari masyarakat dan 
media. Cara pandang masyarakat secara tidak sadar 
diarahkan oleh media, jika media tidak memiliki perspektif 
perempuan dan terus memberikan pembahasan dari 
segi moralitas, akhirnya masyarakat juga digiring untuk 
memilih pemangku-pemangku kebijakan yang juga 
tidak berperspektif perempuan melainkan berperspektif 
moralitas.  

 
Indonesia sudah memiliki UU Kesehatan No. 36 
Tahun 2009 pasal 75 ayat 1 dan PP No. 61 tahun 2014 
yang memperbolehkan aborsi tapi dengan batasan-
batasan tertentu, bagaimana pandangan mbak 
mengenai keberadaan kebijakan tersebut? 

Ini sebenarnya agak tricky ya. Aborsi diatur di dalam 
UU Kesehatan dan Hukum Pidana. Di UU Kesehatan 
yang baru ada beberapa hal yang lebih baik tapi ada 
juga yang lebih buruk. Kebaikan dari undang-undang 
ini adalah telah memperbolehkan aborsi untuk korban 
pemerkosaan, tetapi ini masih mengandung persoalan 
dalam implementasinya. Aborsi di sini dibatasi pada usia 6 
minggu padahal terkadang mereka menyadari kehamilan 
ketika usia kandungan sudah diatas 6 minggu. Selain itu, 
pembuktian pemerkosaan membutuhkan waktu yang 
panjang dan proses yang rumit. Bagaimana jika pelaku 
pemerkosaan terbukti bersalah, tapi usia kandungan 
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sudah 7 minggu, apakah aborsi masih bisa dilakukan atau 
tidak? Teman-teman di jaringan berupaya memastikan 
agar implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan 
baik. Harus ada capacity building untuk pihak kepolisian, 
organisasi, konselor, dan medical staff, agar prosesnya 
bisa cepat dan bisa dilakukan sebelum usia kehamilan 
6 minggu, jika terjadi pemerkosaan. Jangan sampai 
undang-undang ada tapi implementasinya buruk dan 
membuat perempuan tidak bisa aborsi. Persoalan lain 
adalah ada beberapa pasal di dalam UU Kesehatan yang 
tumpang-tindih dan mengandung kontradiksi antara 
satu ayat dengan ayat lainnya. Salah satu ayat membahas 
soal HKSR remaja, tapi ayat lain menyatakan tentang 
pembatasan akses kontrasepsi, bahwa kontrasepsi 
hanya untuk mereka yang sudah menikah. Di samping 
itu, sanksi aborsi di UU Kesehatan lebih tinggi daripada 
di KUHP. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 75 ayat 
2 menyatakan bahwa pelaku aborsi bisa dikenakan 
sanksi kurungan penjara hingga 10 tahun, sedangkan 
KUHP Pasal 348 menyatakan bahwa tindakan aborsi bisa 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
enam bulan. Jadi dari segi hukuman, UU Kesehatan ini 
malah meningkatkan risiko hukuman pada perempuan 
yang melakukan aborsi. Di Indonesia aborsi itu dibatasi. 

Apa pentingnya legalisasi aborsi untuk perempuan? 

Kalau kita bicara soal legal, contohnya begini, menurut 
Alan Guttmacher Institute pada 2003, di negara-negara 
yang memberlakukan aborsi secara legal, angka aborsi 
justru rendah, sebaliknya di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia yang memandang aborsi sebagai ilegal, 
angka aborsi justru tinggi. Alasannya adalah di negara 
yang melegalkan aborsi, pemenuhan HKSR terhadap 
perempuan dipenuhi, misalnya pendidikan seksual 
masuk di dalam kurikulum, akses pada alat kontrasepsi 
terbuka untuk semua. Jika mereka mendapat pendidikan 
seksual yang memadai, maka risiko kehamilan yang tidak 
direncanakan menjadi kecil, otomatis kebutuhan terhadap 
aborsi menjadi kecil juga. Ironisnya di negara-negara 
moralis yang mengkriminalisasi aborsi, pemenuhan 
HKSR masih sangat kurang, ini menyebabkan kehamilan 
tidak rencanakan menjadi tinggi dan kebutuhan 
aborsi juga menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, 
legalisasi aborsi menjadi penting. Jika kita bicara soal 
hak perempuan atas tubuh, sebenarnya negara tidak 
bisa mengintervensi di sana. Aborsi tidak boleh dilarang 
karena itu adalah urusan perempuan dengan tubuhnya. 
Legalisasi aborsi mengurangi terjadinya aborsi tidak 
aman yang berimplikasi pada penurunan angka kematian 
ibu (AKI). Nepal melegalisasi aborsi sejak tahun 2002, 
sepuluh tahun setelahnya AKI di Nepal turun lebih dari 

50%. Tingginya AKI disumbang oleh aborsi yang tidak 
aman. Dari segi kesehatan masyarakat legalisasi aborsi 
ini menjadi sangat penting. Dari segi bisnis, aborsi juga 
haruslah legal. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh 
dunia, tidak ada satupun data yang bisa memvalidasi 
bahwa kriminalisasi aborsi dapat menurunkan angka 
aborsi. Faktanya seks ada di mana-mana, konsekuensi 
seks adalah kehamilan, pun aborsi dilarang, ini tidak 
menghentikan perempuan untuk melakukannya. 
Ini artinya ada demand yang tinggi terhadap aborsi, 
sehingga melahirkan bisnis-bisnis gelap. Aborsi itu ilegal, 
tapi kita tahu di mana bisa mencari klinik aborsi (ini untuk 
orang-orang yang ada di kota). Demand yang tinggi 
melahirkan bisnis. Bisnis ini tetap ada meskipun aborsi 
itu ilegal, tidak ada regulasi dalam bisnis aborsi. Bisnis 
aborsi ini sangat merugikan perempuan dan merupakan 
bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jika ada regulasi, 
maka akan ada kejelasan harga aborsi, ada kepastian 
pihak yang bisa melakukan aborsi, ada standar prosedur 
aborsi sehingga bisa mengedepankan kebutuhan dan 
menghormati hak pasien. Ketika ada bisnis tapi tidak ada 
regulasi maka yang terjadi adalah tidak ada pemenuhan 
hak pasien. Misalkan seorang perempuan hamil di usia 8 
minggu, tapi dikatakan hamil 12 minggu, maka harganya 
juga akan jauh berbeda. Terkadang mood dokter juga 
menentukan harga aborsi. Tidak ada standar harga yang 
jelas. Lebih parahnya lagi, dalam proses aborsi kadang 
ada dokter yang sengaja tidak memberikan obat bius 
pada pasien dengan alasan moralitas, agar pasien merasa 
kapok. Dalam aborsi ilegal perempuan diletakkan pada 
posisi yang sangat dirugikan, bisnis aborsi mengambil 
keuntungan dari persoalan perempuan, tidak ada 
standar harga, perempuan diperlakukan semena-mena 
dan mereka (dokter) masih memberikan hukuman pada 
perempuan dengan tidak memberikan obat bius supaya 
perempuan kapok. Betapa mengerikan, mereka ingin 
mengambil keuntungan dari kondisi perempuan tapi di 
sisi lain bersikap sok suci dengan menjadi penegak moral. 
Ini adalah realitas di balik aborsi. Bekerja di isu aborsi, 
cerita ini adalah kisah yang didengar setiap hari terjadi di 
lapangan. Sebagai perempuan dengan kehamilan tidak 
diinginkan, kita tidak punya banyak pilihan, ada dokter 
yang mau membantu aborsi saja sudah bersyukur sekali, 
persoalan nanti akan distigma dan didiskriminasi seakan-
akan tidak menjadi persoalan lagi asalkan kebutuhan itu 
dipenuhi.  

Sejak tahun 2008 Samsara mempromosikan medical 
abortion (MA) ya, tapi sebelumnya saya menjadi konselor 
untuk menemani teman-teman yang akan aborsi ke 
klinik. Mereka harus menjalani itu sendirian, ada yang 
sudah jauh-jauh ke Jakarta ternyata uangnya kurang 
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lalu dia dikirim ke tempat aborsi lain dengan cara 
matanya ditutup atau dikirim dengan menggunakan 
ojek ke tempat aborsi lain, mereka dikumpulkan 
dengan perempuan-perempuan lain yang akan aborsi, 
setelahnya mereka akan dipulangkan saat tengah 
malam, diturunkan di pinggir jalan dan sebagainya. Ada 
juga pasien yang kurang uangnya, lalu perantaranya 
menawarkan mengantar ke tempat yang lebih murah 
asalkan pasien mau berhubungan seksual dengan si 
perantara.  Berdasarkan pengalaman-pengalaman 
mereka saya membuat daftar trik untuk mencegah 
mereka ditipu, misalkan datang dengan sangat 
sederhana, tanpa perhiasan, tanpa kendaraan, karena 
jika pasien terlihat kaya mereka (pelaku bisnis aborsi 
ilegal) akan meningkatkan harga, meminta blackberry 
atau perhiasan yang melekat pada perempuan tersebut. 
Trauma pascaaborsi seringkali bukan karena aborsi itu 

sendiri, melainkan karena perjalanan sulitnya mengakses 
aborsi. Malapraktik dalam aborsi juga sering terjadi 
tetapi tidak bisa diproses, jangankan malapraktik, dalam 
transaksi pembelian obat aborsi juga sama. Banyak kasus 
perempuan membeli obat aborsi, sudah transfer tetapi 
obatnya tidak dikirim, atau obat dikirim tetapi palsu. Kita 
hanya bisa tahu sebuah obat asli atau tidak hanya jika 
kita meminumnya, jika ada efeknya baru kita tahu itu asli 
atau tidak, apalagi kalau obat itu tidak ada bungkusnya. 
Penipuan ini tidak bisa ditangkap, padahal sebenarnya 
prosedurnya mudah. Saat kita transfer itu artinya 
kita tahu nama dan identitas pelaku penipuan, kita 
cukup lapor ke polisi, tapi persoalannya tidak mungkin 
perempuan lapor polisi dan menyatakan dia mau beli 
obat aborsi, karena saat melapor, ia akan lebih dahulu 
dikriminalisasikan oleh polisi. 
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